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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK ORANG ASING TERHADAP SURAT KETETAPAN PAJAK
PENGHASILAN ORANG ASING

Narestya, Adibrahma

KKB KK-2 FH 181 10 Nar p

Berdasarkan pembahasan rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, maka penulis

menarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Keberatan terhadap pemungutan pajak penghasilan orang asing diajukan kepada

Dirjen Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:

1. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

2. mengemukakan jumlah pajak yang terutang / jumlah pajak yang dipotong
atau dipungut / jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan

disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;

3. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan
pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan

pajak;

4. melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang

telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

5. diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim Surat

Ketetapan Pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak

Skripsi Perlindungan hukum.... Adibrahma Narestya



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

oleh pihak ketiga, kecuali wajib pajak dapat membuktikan terjadinya suatu

keadaan di luar kekuasaan wajib pajak (force majeur);dan

6. ditandatangani oleh wajib pajak atau ditandatangani oleh kuasa wajib

pajak.

Keberatan diajukan menggunakan formulir pada Lampiran | PER-49/PJ./2009.
Dalam hal surat keberatan tidak memenuhi persyaratan formal, keberatan wajib
pajak tidak dipertimbangkan sehingga Dirjen Pajak tidak menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan dan Dirjen Pajak harus memberitahukan secara tertulis

kepada wajib pajak.

b. Pengajuan banding terhadap Surat Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan
pemungutan pajak penghasilan orang asing ditujukan kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dengan mengajukan Surat Uraian Banding. Persyaratannya adalah

sebagai berikut:

1. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang daerah hukumnya meliputi
wilayah kerja pejabat yang menerbitkan keputusan yang dibanding (Pasal

32 ayat 1),

2. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima

keputusan yang dibanding (Pasal 32 ayat 2),

3. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding (Pasal 33 ayat 1),
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4. Banding diajukan disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan
mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding (Pasal 33

ayat 2),

5. Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding (Pasal

33 ayat 3),

6. Apabila banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang,
banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang

dimaksud telah dibayar 50%
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